
63 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Laleten 

Kecamatan Weliman Kabupaten malaka dapat di simpulkan sebagai berikut:  

1. Transparansi. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat penyimpangan 

yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunanseperti tidak adanya 

tranparansi dari pemerintah Desa Laleten terkait  jumlah anggaran yang 

digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga bisa 

dikatakan penerapan prinsip-prinsip good governance belum di terapkan 

secara baik dan pemerintah desa terkait pertanggungjawaban program 

pembangunan masih rendah akan tetapi pemerintah desa Laleten Dan BPD 

selalu semangat dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan 

2. Akuntabilitas/Pertanggungjawaban. Dalam setiap pembangunan yang di 

berikan pemerintah desa seperti jalan usaha tani, pengadaan toilet dan sumur 

bor sudah dijalankan dengan baik. Meskipun  hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti bahwa sampai saat ini belum ada laporan 

pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengenai jumlah anggaran yang 

digunakan dalam pelaksanaan pembangunaan sehingga sampai saat ini 

belum bisa diketahui dengan pasti berapa jumlah anggaran yang di gunakan 

untuk pembangunan yang dilakukan di Desa Laleten. 
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3. Partisipasi. Dalam setiap pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah 

bertujuan untuk menjawab semuah keluhanan serta kebutuhan masyarakat. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa Laleten 

tidak melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap 

pembangunan masyarakat hanya menjadi penonton dalam setiap 

pembangunan hal ini karena miskomunikasi atau kurang informasi kepada 

masyarakat. 

5.2.Saran  

Dari kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan beberapa hal antara lain : 

1. Bagi pemerintah Desa Laleten Diharapkan pemerintah Desa Laleten 

diharapkan lebih lebih transparan mengenai setiap anggaran dana desa yag 

di gunakan untuk setiap pembangunan yang ada di Desa Laleten. Serta aktif 

memberikan pengertian dan turun ketengah-tengah masyarakat memberi 

pemahaman dan menjalin komunikasi dengan masyarakat, serta 

memberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka memiliki rasa 

tanggungjawab terhadap pembangunan dan mengerti akan pentingnya 

mereka selaku stekholder dalam proses rencana kerja pemerintah desa dan 

proses pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Kepada masyarakat Desa Laleten untuk selalu terlibat dalam setiap 

pembangunan yang ada di desa bukan saja tanggungjawab pemerintah Desa 

tetapi semua lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam 

membangun desa, dengan demikian masyarakat diharapkan meningkatkan 

partisipasi dan keikutsertaan, agar desa lebih berkembang lagi. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan menggunakan teori yang berbeda sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan khususnya dalam  penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam tata kelola pemerintahan di Desa Laleten, Kecamatan 

Weliman Kabupaten Malaka. 
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